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ABSTRAK

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pengelolaan
Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawa Asri,
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ABSTRACT

This research aims to analyze the Application of Financial Management in
the Allocation of Village Funds (ADD) Rawa Asri Village, Kuala Cenaku District,
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PENDAHULUAN

mendasarinya. Pac ikatny ‘ a syarakat hukum yang

memiliki batas v erta be alankan urusan

pemerintahé dengan
memperhati setempat yang
diakui dan ati dalam sistem pemerinta : ssatuan Republik

Indonesia.

kekuatan untuk membangun prasarana dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diolah secara berhati hati dan
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh
pemerintah desa sendiri, dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan

penuh kepada Kepala Desa untuk bertanggung jawab dalam mengelola



keuangannya. Pemerintah kabupaten meyakini bahwa kemampuan pemerintah desa
dalam mengelola keuangan lebih kuat karena permasalahan pemerintah desa
sebenarnya lebih luas dan kompleks cakupannya. Oleh karena itu, pembangunan
desa harus sejalan dengan -permasalahan..yang dihadapi, potensi, aspirasi
masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang teridentifikasi. Pemerintah desa
juga harus siap dan mampu datam mengefolaskeuangan desa dengan berdasarkan
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam
Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa dalam pasal 1 bab 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keutuhan kegiatan_seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan adalah
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu
dan menjalankan program kerja Pemerintah Desa.yang telah direncanakan.
APBDes merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa, salah satu
komponen yang terdapat dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh
Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Besarnya Alokasi Dana Desa paling sedikit
10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Kepala

desa merupakan pemegang hak pengelolaan keuangan desa melalui kepemilikan



kekayaan milik desa yang dipisahkan oleh pemerintah desa. Kebijakan Alokasi
Dana Desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan,
pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa disetiap desa.mempertimbangkan keperluan penghasilan tetap
kepala desa dan anggotanya. serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas
wilayah, tingkat kesulitan geografis dan: lain-lain. Alokasi Pemerintah daerah
kepada desa, selain dana alokasi khusus, terutama berasal dari bagian penerimaan
pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan
pendapatan dan belanja daerah yang disalurkan ke daerah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum tidak dapat dipisahkan
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena Alokasi Dana
Desa ialah bagian yang termasuk dalam pendapatan desa, yaitu pendapatan transfer.
Pada pengelolaan, pemerintah desa diharuskan, mematuhi peraturan yang telah
ditentukan, yaitu peraturan dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kekuasaan pemerintah dalam
pengelolaan keuangan desa, yaitu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu”Novyta Kaselyna (2019) dengan judul
“Analisis Penerapan pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa
Sawut Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang” menyatakan bahwa
pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kutalimburu
Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri
Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati

Deli Serdang No. 005 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun



masih terdapat ketidaksesuaian proses penyampaian RAPBDes yang terlambat
sampai melewati bulan oktober diakibatkan oleh peraturan baru yang membuat
pemerintah desa perlu menyesuaikan diri terhadap peraturan tersebut. Penerimaan
dan pengeluaran-melalui rekening kas tidak semua melengkapi pernyataan
tanggung jawab belanja Operasional kantor desa yang termasuk dalam pengeluaran
desa serta pelaporan keuangan yang ditemukan terlambat dalam penyampainnya.

Penelitian dilakukan Mery Retnaningtyas (2019) dengan judul “Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa
Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018”. Hasil
penelitian pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah sesual peraturan yang
berlaku dengan adanya bukti pertanggungjawaban secara keterbukaan. Namun
terdapat hambatan dari perangkat desa dalam memanfaatkan sistem aplikasi karena
tidak diiringi pelatihan yang, cukup sehingga menyulitkan tugas keuangan desa
dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan Anggaran Pendapatan
Desa keseluruhannya terlaksana dengan baik, karena laporan APBDes sesuai
peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Gresik meskipun terdapat kekurangan.
Perangkat Desa kesulitan* dalam melakukan pencatatan, penyususan, dan
pembukuan keuangan, diperlukan pendampingan Desa dari Pemerintah Daerah
untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun berjalan.

Desa Rawa Asri merupakan sebuah Desa di Kecamatan Kuala Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa Rawa Asri terdiri dari 2 RW dan 7
RT. Desa Rawa Asri merupakan desa transmigrasi yang dibangun sejak tahun 1998

yang sebagian wilayahnya didominasi lahan gambut. Pada awal tahun 1998 secara



administratif kepemimpinan desa dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penempatan
Transmigrasi (KUPT) Rawa Sekip Il yang berlangsung hingga tahun 2001. Setelah
kepemimpinan desa dilakukan penunjukan oleh pemerintah, terdapat masa
peralihan dari status UPT menjadi_desa yang.mandiri. Akhirnya pada tahun 2001
ditunjuk Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala Desa selama 3 tahun yaitu
tahun 2001 hingga tahun 2004..Pada tahun=2004.untuk pertama kalinya Desa Rawa
Asri memilih pimpinannya secara langsung melalui pemilihan Kepala Desa.

Berikut adalah tabel penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.1

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun Anggaran Jumlah Penanggung jawab
2018 Rp. 396.909.000 Kepala Desa
2019 Rp. 455.265,927 Kepala Desa
2020 Rp./439:891.651 Kepala Desa

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri Tahun
2018,2019, dan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Alokasi Dana
Desa Rawa Asri pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 396.909.000 telah diterima
kepala desa dan tahun 2019 berjumlah Rp. 455.265.927 telah diterima Kepala Desa
Rawa Asri. Alokasi Dana Desa Rawa Asri mengalami peningkatan ditahun 2019
dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa terjadi
penurunan dimana Desa Rawa Asri menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.
439.891.651 yang telah diterima Kepala Desa. Diharapkan pengelolaan dana ini
benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan Desa Rawa

Asri.



Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas serta memiliki wewenang
untuk mengelola keuangan desa, antara lain sekretaris desa beserta bendahara desa
dan badan yang terkait dalam pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang
baik yaitu sesuair pedoman PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup lima poin penting yaitu perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan-dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Ketuiangan di Desa Rawa Asri diawali dengan perencanaan,
dimana yang penggunaan ADDnya beracuan pada Daftar Usulan Rencana Kerja
Pembangunan Desa yang penyusunannya berdasarkan musyawarah dari
masyarakat Desa Rawa Asri yang dihadiri oleh Kepala Desa , Perangkat Desa,
Tokoh Masyarakat, BPD, dan Pendamping Desa, sehingga dalam pelaksanaan saat
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa hasilnya dituangkan dalam Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan satu-satunya pedoman atau
acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu
tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya pelaksanaan dilaksanakan.oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Penerimaan dan pengeluaran Desa dilakukan melalui rekening kas Desa dan di
dukung oleh data yang lengkap dan sah, Ini terdapat dalam Peraturan Menteri dalam
Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa. Pencairan ADD Desa Rawa Asri pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 1.2
Pencairan ADD Desa Rawa Asri Tahun 2018,2019 dan 2020

No Tahun
Anggaran

Deskripsi

Tanggal masuk
ADD

Jumlah

3“

Y

IS L

N )

Rp. 85.783.800

p. 455.265.927

1 Rp. 87.978.330
| 200 Rp. 131.967.495
i ( sTe?,rtlanS;r ) L September | Rp. 131.967.495
) ( [T)Z‘Qé‘ﬁ,é\e’r) - Rp. 87.978.331

TOTAL

Rp. 439.891.651

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Alokasi Dana Desa Rawa Asri

Tahun 2018, 2019, dan 2020




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Rawa Asri
melakukan pencairan dana tahap pertama tahun 2018 yang terealisasi pada bulan
april dan juga pencairan dana tahap pertama tahun 2019 yang terelisasi pada bulan
mei. Pada tahun 2020 pencairan.dana tahap. pertama terealisasi pada bulan april.
Pencairan dana ini dilakukan per triwulan. Karena pengesahan peraturan bupati
untuk Alokasi Dana Desa (ABD), Dana Desa(DD) dan lain-lainnya dari bapak
bupati biasanya dilakukan dari bulan februari sampai dengan bulan maret dan jika
peraturannya sudah keluar baru desa bisa untuk mengajukan pencairan. Dengan
demikian Desa Rawa Asri dari awal tahun januari-dan seterusnya menyiapkan
pertanggungjawaban tahun sebelumya dan menyusun_anggaran tahun berjalan.
Sedangkan Anggaran Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan pada tahun 2020
terdapat perubahan dana, dana tersebut digunakan untuk membuat gedung
serbaguna yang masih belum-terlaksana sepenuhnya di tahun 2020 dan dilanjutkan
ditahun berikutnya yaitu tahun 2021. Ini diakibatkan adanya kekurangan dana yang
disebabkan oleh dana tak terduga akibat covid 19 yang terjadi ditahun 2020. Banyak
pengurangan dana yang dilakukan untuk penanganan covid 19, seperti BLT
(Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya
berdampak pada Alokasi Dana Desa yang seharusnya sudah selesai tapi tertunda
karena dana yang tidak mencukupi. Selanjutnya dari tabel diatas dapat dilihat juga
bahwa ditahun 2020 tanggal pencairan dana tidak tertulis lengkap, ini dikarenakan
tidak langsung menuliskan tanggal pencairan saat transaksi dilakukan tetapi
menundanya dan akibatnya lupa menuliskan tanggal dilakukannya pencairan dana

tersebut.



Tahapan berikutnya yaitu tahap penatausahaan, dimana Bendahara Desa
berperan aktif untuk merekap seluruh pengeluaran dan pemasukan yang telah
digunakan dan sudah kewajiban Bendahara Desa Menurut Peraturan Menteri dalam
Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan.Desa. Penatausahaan
dilakukan oleh bendahara desa sesudah terlaksananya program kegiatan bersasal
dari dana Alokasi Dana Desa.!'Bendahara ;Desa mencatat pemasukan dan
pengeluaranyang wajib mempertanggungjawabkan seluruh catatan tersebut apabila
ada kekurangan ataupun kelebihan dalam pencatatan.

Namun dalam proses penatausahaan di Desa Rawa Asri dilaksanakan oleh
kaur TU & Umum, karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai proses
penatausahaan keuangan yang menggunakan aplikasi. Pengelolaan keuangan desa
di Desa Rawa Asri saat ini sudah menetapkan aplikasi (siskeudes). Setelah
dilaporkan sesual pencatatan-, bendahara desa, maka semua tata cara Pengelolaan
Keuangan Desa akan diproses secara otomatis yang dikerjakan oleh kaur TU &
Umum ke dalam sistem siskeudes., dalam hal ini_bendahara desa hanya
bertanggung jawab atas dana yang dicairkan untuk dibelanjakan.

Selanjutnya tahap pelaporan. Bendahara menyampaikan posisi keuangan
kepada Kepala Desa setiap bulannya. Setelah itu Kepala Desa harus menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati yang berbentuk
laporan semester pertama disampaikan paling lambat setiap bulan juni dan laporan
akhir tahun paling lambat disampaikan satu bulan setelah tahun anggaran tersebut
atau bulan januari tahun berikutnya. Menurut laporan realisasi penggunaan Alokasi

Dana Desa Rawa Asri Tahun 2019 diperoleh Silpa (sisa lebih perhitungan
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anggaran) sebesar Rp. 4.058.200 (empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus
rupiah). Dibandingkan dengan Silpa tahun 2018 yang lebih besar dari 2019. Silpa
tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 32.010.000 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu
rupiah). Silpa ini«digunakan untuk belanja.anggaran tahun_berikutnya. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang cukup relevan dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa pada Tahun2019. “Pada tahun 2020 tidak terdapat silpa
dikarenakan dana yang diturunkan hanya mencukupi untuk keperluan desa yang
mendesak akibat covid 19.

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dari proses Pengelolaan
Keuangan Desa yang penggunaannya meliputi pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan
kepada Bupati sebagai tanda bukti terlaksananya pertanggungjawaban pemerintah
desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Serta hukti bahwa pemerintah Desa telah
menyelesaikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk
mencairkan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya, maka diperlukan adanya
dokumen laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan pokok dalam proses pelaporan
keuangan dimana Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ikut dalam
proses kegiatan ini yang laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh pemerintah
desa kepada masyarakat melalui musyawara. Dalam PERMENDAGRI Nomor 113
Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa harus benar - benar dilaporkan dengan
sebaik-baiknya untuk menjadi laporan yang terbuka atau akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan

pada Alokasi Dana Desa dengan judul Analisis Penerepan Pengelolaan

rumusan A ‘ ‘Bagaimana 0 euangan pada
Alokasi Da : Desa Rawa Asri Ke enaku Kabupaten
Indragiri Huluyang beracu: _' ER [ ahun 2014 tentang

pengelolaa

desa.”
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun maanfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

+RHALNEY

o

yang berkaitan

Dana Desa Desa

1.5 Sistematika

Sistematika penu ‘ nting yang fungsinya untuk
mengetahui masalalah pada masing-masing bab dan isinya. Untuk mempermudah

penulis dalam penulisan skripsi dan agar mudah dipahami, maka sistematika

penulisan sebagai berikut :
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BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika

BAB |

ang terdiri dari
nbagaan desa,

aan keuangan

BAB IlII

BAB IV - HASIL PEN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan, yaitu mengenai Analisis Penerapan Pengelolaan
Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rawa Asri

Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
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BAB 11

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

pemerintahan lokal, pengelolaa per daya lokal, serta kehidupan sosial
budaya masyarakat desa. Desa adat pada prinsipnya adalah peninggalan
organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-
temurun yang senantiasa diakui serta diperjuangkan oleh pemimpin dan

masyarakat desa adat supaya bisa berperan meningkatkan kesejahteraan serta

bukti diri Adat Istiadat. Hak asal-usul Desa Adat mempunyai lebih dominan

15
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daripada hak asal usul Desa semenjak desa adat hadir selaku masyarakat. Desa
adat merupakan suatu keutuhan masyarakat hukum adat yang memiliki batasan

daerah serta bukti diri budaya yang tercipta atas bawah teritoral yang berwenang

stimewaan tertentu yang diakui
oleh konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki

kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

2.1.2 Kewenangan Desa

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatakan

kewenangan desa sebagai berikut :
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a. Kewenangan bersumber pada hak asal-usul yang merupakan peninggalan

serta gagasan desa ataupun gagasan masyarakat desa sesuai dengan

pertumbuhan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi

Lembaga desa adalah lembaga yang membantu penyelenggaraan
pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa (yuliansyah, rusmianto 2016:9). Kelembagaan

desa terdiri atas :
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a. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai

pada pelaksanaan sistem pengelolaan APBDes, dan Kepala Desa membuat
keputusan tentang pelaksanaan sistem pengelolaan desa tentang APBDes serta
perubahan APBDes.
c. Pelaksana Teknis
Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut

PTPKD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tingkat desa
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yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya adalah Kepala seksi.

d. Badan Permusyawaratan Desa

untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.
f. Lembaga Adat Desa

Mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam pemberdayaan
masyarakat desa disebut Lembaga Adat Desa. Dalam keberadaannya,

masyarakat adat memiliki hukum adat serta memliki hak dan kekuasaan
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mengelola, menjalankan, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan

masyarakat desa terkait dengan adat istiadat yang berlaku.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun
2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, peloparan,
dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa
mengikuti sistem anggaran nasional serta daerah, yakni mulai 1 Januari hingga
dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa adalah susunan siklus yang sistematis dan
menyatu dari tahap ke tahap lainnya. Keuangan desa diatur pada asas
keterbukaan, tanggung jawab, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran. Akuntabilitas-keuangan'desa tidak hanya bersifat horizontal
antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun
wajib bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa serta atasan
Kepala Desa dimana dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa dapat
dicapai oleh masyarakat desa tidak diskriminasi terhadap satu kalangan tertentu
terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian susunan dan asas
pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa
agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan
sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat

tercapai dengan baik.
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Tata pemerintahan desa yang baik apabila siklus pengelolaan keuangan

desa berjalan dengan lancar maka peran pemerintahan desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), seperti : tokoh desa, tokoh agama, perwakilan

Penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa diatas
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014 adalah sebagai berikut :
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1. Perencanaan
Perencanaan keuangan desa dikelola oleh Sekretaris Desa yaitu, menyusun

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun

~

o 2.

=

= 1 *-; a pelaksanaan
=

B

E‘ 5 an perbankan
2 =

ot e h  Pemerintah
=)

B e

g ; kung oleh bukti
7 =

=

@ é 3. Penatal

e

:’T . ap penerimaan serta
E # utup buku setiap akhir
ﬂl

=

. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
c. Laporan pertanggungjawabanisampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
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4. Pelaporan
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati/Walikota yang berbentuk laporan semester pertama serta

a3 Desa di

?@ an. Laporan
bl

ad ﬂl bulan januari

APBDesa

pelaksanaan APBDesa
berdasarkan Peraturan Desa dilampiri sebagai berikut yaitu : Format
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Format Laporan Program

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
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2.1.5 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan
pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh
Pelaksana. Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah
desa dalam kepemilikan ‘kekayaan milik desa‘ yang dipisahkan. Kepala desa
mempunyai kewenangan yaitu, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD),
menetapkan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan desa,
menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang diresmikan dalam APBDesa, serta
melaksanakan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan-Desa (PTPKD) yang berasal dari
unsur perangkat desa yaitu :

1. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD yang memiliki tugas : menyusun
dan melaksankan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa), menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
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2. Beberapa unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan
sesuai dengan bidangnya adalah kepala anggota, yang bertugas : menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan

kegiatan G ersama lembage atan desa yang sudah
LTSS M '90,
o

%o

Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertulis pada PERMENDAGRI
Nomor 113 Tahun 2014, yaitu keterbukaan (transparan), akuntabel, partisipatif,
dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran dengan penjelasan dibawah

ini:
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a. Keterbukaan (Transparan)

Prinsip keterbukaan yang memperbolehkan masyarakat untuk mengetahui

dan mendapatkan akses data seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas

pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif
Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut
sertakan keterlibtan kelembagaan desa dan masyarakat desa baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk dapat menyalurkan aspirasinya.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat
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sangat diperlukan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa,

baik dalam konteks perencanaan melalui musrembang, pelaksanaan setiap

kegiatan dan penggunaan dana.

pat jumlah dan
yang bertujuan

meningkatkan

g diterima oleh

’* in  Belanja Daerah

Q m ) Alokasi Khusus (DAK). Peraturan
LI\ =
Pemerintah No. 43 Tahun 2C Ir bahwa pemerintah kabupaten/kota
membagikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Alokasi dana Desa mengalokasikan
paling sedikit 10% dari dana perbandingan yang diterima kabupaten/kota
setelah dikurangi dana yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan sebagai

berikut:
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1. Keperluan Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam

APBDes yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Pembagian Alokasi Dana Desa

ima ratus juta

atus juta rupiah)

a. Kepala desa
b. Sekretaris desa, minimal 70% dari penghasilan tetap kepala desa perbulan

c. Perangkat desa, minimal 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.



29

2. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, Dan Tingkat
Kesulitan Geografis.
Penghitungan ADD berasakan Perbup Indragiri Hulu No. 8 Tahun 2019
ditetapkan berdasarkan Alokasi Dana Desa-Minimal (ADDM) ditambah dengan
Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya ADDM ditentukan 75%
dari jumlah pagu anggaran-ADD: kabupaten dibagi secara merata kepada
seluruh 'desa di. kabupaten Indragiri Hulu. Besaran. ADDP dibagi secara
proporsional dengan pembobotan jumlah penduduk desa dengan bobot 35%,
luas wilayah dengan nilai 10%, jumlah penduduk miskin dengan nilai 25%, dan
tingkat kesulitan geografis dengan nilai 30%.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari APBDes, karena
Alokasi Dana Desa adalah komponen pendapatan desa yang berasal dari
Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan kepada
Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Alokasi
Dana Desa mendistribusikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
operasional  pemerintah  desa, tunjangan...dan operasional badan
permusyawaratan desa,  rukun tetangga dan rukun warga, departemen
pemerintahan, departemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyatu dengan
pertanggungjawaban APBDes dilaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Tim
Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Jika terjadi

permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya
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dilaksanakan secara beraturan dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan

tingkat kabupaten.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

No

*®

\ ) &)\
i -

N

penelitian,

hasil dari

atan kutalimburu

sesuai dengan
endagri nomror 113
n 2014 tentang
engelolaan keuangan
desa dan peraturan bupati
deli serdang no. 005 tahun
2018 tentang pengelolaan
keuangan desa mulai dari
proses perencanaan
sampaidengan
pertanggungjawaban, dan
masih terdapat
ketidaksesuaian
pelaksanaan pada proses
yaitu : penyampaian
RAPBDesa terlambat
sampai melewati bulan
oktober yang diakibatkan
oleh adanya peraturan baru
yang membuat pemerintah
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\\\\\\\%‘
O —

R

desa memerlukan waktu
penyesuaian.

dengan baik
eraturan yang

A

ransparan dan
kuntabel. Untuk

ealisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan
kepada masyarakat secara
tertulis dengan media
informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat
dan kehadiran masyarakat
yang sangat antusias
dalam forum musyawarah
desa. Tetapi ada kendala
yang dihadapi oleh
perangkat desa yaitu
dengan menggunakan
sistem aplikasi dan tidak
dibarengi dengan pelatihan
yang cukup sehingga
laporan
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N

Novianti
Ruru, Lintje
Kalangi, Novi
S. Budiarso
(2017)

Pembangunan
(Studi Kasus Pada
Desa Suwaan,
Kecamatan Kalawat,
Kabupaten
Minahasa Utara)

pertanggungjawaban
menggunakan sistem
menyulitkan tugas
keuangan desa.
Pengelolaan anggaran
pendapatan desa secara

hh- ‘q ‘ Kabupaten

eskipun masih

#f an penyusunan
an keuangan desa
a adanya kebijakan

intah Daerah guna
penyesuaian

bahan peraturan setiap
n yang berjalan.

penerapan alokasi dana
desa pada Desa Suwaan
sudah berjalan sesuai
dengan Peraturan Bupati
No. 22 Tahun 2016
Tentang Pemberian
Alokasi Dana Desa
Kepada Pemerintah Desa
Se- Kabupaten Minahasa
Utara. Selain berdasarkan
Peraturan Bupati
Minahasa Utara,
Penerapan Alokasi Dana
Desa juga sudah sesuai
dengan tujuan pada
umumnya yaitu untuk
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meningkatkan
pembangunan baik fisik
maupun nonfisik. Selain
itu Penerapan Alokasi
Dana Desa di Desa
Suwaan juga sudah sesuai
2ngan prinsip

l“ ““‘.“‘ I' 9 olaan ADD yaitu

0“

Wy
35
>3 8 3
O3 23
S2Aag

é%‘ al ini terlihat
o m

kan secara
f ngjawab, dan
ibatkan peran serta

o
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R

maka berdasarkan hasil
rekapitulasi secara
keseluruhan,
jawabanresponden dari
empat indikator tersebut
sudah dikatakan sedang,
hal ini sesuai dengan hasil
rekapitulasi jawaban
responden secara
keseluruhan sebesar
60,94% yang berada
diinterval 40%-60%.
Kemudian, mengenai
kendala yang dihadapai
pemerintah Desa Titian
Modang dalam melakukan
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\“‘

\ ) MM
<A
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R

i

pembangunan adalah a)
Tim Pengelola Kegiatan
kurang kerja sama dan
kurang cepat dalam
melaksanakan kegiatan
pembangunan b) pencairan
ana yang bertahap c)
nya partisipasi

pDyong dan d)
memiliki

an keuangan

Sermendagri
ahun 2014

erencanaan, secara
r sudah sesuai
peraturan, tetapi
target waktu belum

dengan peraturan
walaupun terjadi
keterlambatan pencairan
dana. Pada tahap
penatusahaan dapat
dikatakan sudah sesuai
dengan aturan. Tahap
pelaporan sudah tepat
waktu dan sesuai dengan
peraturan. Tahap
Pertanggungjawaban
dinyatakan sudah sesuai
dengan peraturan.
Walaupun pengelola
keuangan desa Marga Ayu
termasuk perangkat baru,
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hal tersebut secara umum
tidak menjadi kendala.
karena pemerintah desa
Marga Ayu telah
melaksanakan pelatihan

=
X
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>
wn
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=
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b
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2.1.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian

36
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2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan

diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis.penelitian sebagai berikut :

tentang
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Peneliti

menggambarka data atau ek/obj enelitian. Menurut
Creswell (20
memahami dari sejumlah

k memberikan

ENAEN

pemecahan lakukan untuk

mengetahui tuk mengetahui

Wana

penelitian ini adalah tujuan dala lan untuk memperoleh jawaban atau
pemecahan masalah yang terbukti secara objektif. Objek penelitian ini adalah
Penerapan Pengelolaan Keuangan pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rawa

Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

38
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah :

a. Wawancara
Wawancara dilakukan melalui narasumber yang paham dalam hal
pengelolaan Alokasi Dana Desa, untuk menggali informasi berlandaskan

keahlian dan pemahaman kerja sesuai dengan bidang masing-masing.
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Narasumber yang diwawancara diantaranya adalah sekertaris desa,

bendahara desa, staf TU dan umum desa Rawa Asri.

b. Dokumentasi

dan menyusun
secara siste ata ya aupun studi pustaka
dengan cara yarkannya dalam

unit-unit, mela ana yang penting

langkah menganalisis data kualitatif yang menggunakan acuan Creswell :
1. Mengumpulkan data

2. Mempersiapkan untuk dianalisis

3. Membaca data

4. Memperhatikan kode data

5. Membuat kode teks untuk deskripsi yang digunakan dalam laporan

penelitian
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6. Mengintrepretasi atau memaknai data.
Analisis data merupakan proses menyusun data secara terstruktur diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya. Sehingga dapat disajikan

serta nudah dimen

%

‘\\\\\\\\\\\‘.

%
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Um jek Penelitian

ui program
igrasi yang
ahan-lahan hutan
kuala cenaku

desa rawa asri

status UPT menjadi desa yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2001 ditunjuk
penanggung jawab sementara (PJS) kepala desa selama 3 tahun yaitu pada tahun
2001 sampai dengan 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya desa rawa
asri memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilihan kepala desa.
Kepala desa yang pertama dipimpin oleh bapak mukadim yang berlangsung dari

tahun 2004 hingga 2008.

42
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Kemudian pada tanggal 1 mei 2015 terpilih kepala desa yaitu bapak
bedjo susanto, dengan jumlah penduduk 448 jiwa. Mayoritas penduduk desa

rawa asri adalah jawa (70%), melayu (5%), sunda (10%), bugis (5%), madura

berbatas

berbata

berbatasz

perkebunan di kecamatan kuala cenaku yang berasaskan iman dan
taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2025,
2. Misi Desa
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang partisipatif,
akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.
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3. Meningkatkan  kualitas sumber daya manusia melalui
pembangunan  sektor pertanian, pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

eningkatkan

, pengelolaan

Kepala Urusan Keuangan : Syaiful Efendi
Kepala Urusan TU dan Umum : Siti Juwariyah
Kepala Urusan Pemerintahan . Idan

Kepala Urusan Kesejahteraan : Solihin

Kepala Urusan Pelayanan : Ikhlas Nurrohman
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku
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4.1.4 Tugas dan Fungsi
Menurut permendagri nomor 84 Tahun 2015 tugas dan fungsi masing-

masing dari susunan organisasi desa adalah sebagai berikut:

an sarana dan

endidikan dan

dan kewajiban

ya masyarakat,

- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya.

2) Sekretaris desa

- Melaksanakan urusan administrasi seperti pengurusan naskah,

pengurusan surat menyurat, keasrsipan dan pemeriksaan.

42
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- Menyelenggarakan pengelolaan mesin desa, pennyediaan infrastruktur
peralatan desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengelola aset, inventaris,

perjalanan dinas dan pelayanan umum pada umumnya.

gurusan administrasi

n.Féncana anggaran
A dalam rangka

program serta

3)

4) Kepala Urusan Keuangan
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala

desa, perangkat desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya.
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5) Kepala Urusan Perencanaan
Mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data

an, menyusun

an, pembinaan
perlindungan

wilayah, serta

pembangunan

sosialisasi serta

8) Kepala Seksi Pelayanan

Mendampingi dan memotivasi pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, serta memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerjaan.
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9) Kepala Dusun

- Mempromosikan ketentraman dan Kketertiban, melaksanakan upaya

konsversi masyarakat, perpindahan penduduk, serta penataan dan

AN
:

LE N3 ol B

= 2
S

disiplin anggaran.
Prosedur  penge N keuang yang sesuai dengan
PERMENDAGRI No0.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
maka setiap tahun Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
menyusun peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) secara partisipatif dan transparan, dimulai dengan lokakarya desa,

konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa meliputi
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pendapatan belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

N ueeyesndidg
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perkiraan
li Desa, Bagi
i Pemerintah,

pah dan juga

sebesar Rp.

2 Delapan Ratus

3) Alokasi Dana Desa Rp.428.919.000
4) Bantuan Keungan Provinsi Rp.100.000.000

Jumlah Pendapatan 2018 Rp.1.216.829.052

Tahun Anggaran 2019 pendapatan desa diasumsikan sebanyak

Rp.1.423.430.381,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang berasal :
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a. Pendapatan Asli Desa Rp.-

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa Rp.752.572.000

Jumlah Pendapatan 2020 p.1.276.168.639

. Belanja Desa

Belanja desa adalah kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak
diperoleh pembayarannya oleh desa, sesuai PERMENDAGRI No. 113
Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi belanja pegawai serta
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belanja barang dan jasa. Belanja desa tahun anggaran 2018 diasumsikan
sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa ~ Rp.379.349.762

Rp.672.361.900

= 5
5 t“t

Rp.4.548.553
Jumlah Belanja 2019 Rp.1.441.419.581
Belanja desa tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
f. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa ~ Rp.426.460.590
g. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp.728.034.000

h. Bidang pembinaan masyarakat Rp.58.556.200
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i. Bidang pemberdayaan masyarakat

Jumlah Belanja 2020

Rp.1.228.050.790

. Pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan
2) Penyertaan Modal Desa
Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut :
a. Penerimaan pembiayaan

1) Silpa

2) Pencairan Dana Cadangan

Rp.15.000.000

Rp. -

Rp.160.000.000

Rp.4.075.151

Rp. -

49
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3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp. -
a. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan Rp. -

Rp.178.000.000

Madrasah

2)

3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan

4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan

5) Pembengunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada/Sarana/Pras
arana Posyandu

6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasyarakatan
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c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

lainnya untuk

ipta pelayanan

4.1.7 Badan Permusyawaratan Desa Rawa Asri

Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkam secara demokratis. Badan

permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang
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membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa,

memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

a.

b.
c.
desa yang dilakukan secara de gan masa keanggotaannya selama

6 (enam) tahun dari tanggal pengucapan sumpah. Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berurut
ataupun tidak. Susunan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Rawa Asri
sebagai berikut :

Ketua : Mustagim

Wakil Ketua : Supriyono
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Sekretaris

Ketua Bidang

:Yono

: Bayu Setiawan, Desi

4.1.8 Kelembagaan Masyarakat Desa Rawa Asri

Bendahara

Ketua Pokja |
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Ketua Pokja Il

Wakil Ketua

: Istiana

: Nurkholis

: Rupiyati

: Uswatun Khasanah, Sukaesih
: Surtiyah

: Istiqgomah
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Sekretaris : Sumiati
Anggota . Setiawati, Lilis Supartini
Ketua Pokja IlI . Kushariyati

‘;ﬂ.
v
A ¥/

’
¢
L

Ketua RT 04/02

Ketua RT 05/02 : Wardoyo

. Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Rawa Asri

Pembina : Bedjo Susanto
Ketua : Hermanto

Sekretaris : Afef Ardianto
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Bendahara

Humas |

Humas |1

"ty

o
o
5
e
”
(

¢

%

: Rizal Suriansyah
: Rebob Triadmojo

: Marwanto
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Besarnya Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri pada tahun 2018 yaitu
Rp.396.909.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan
ribu rupiah). Realisasi penggunaan.Alokasi-Dana Desa di Desa Rawa Asri yaitu
Rp.364.899.000.00,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan
puluh sembilan ribu rupiah). “Silpa- Alokasi ;Dana Desa tahun 2018 vyaitu
Rp.32.010.000.00,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Alokasi Dana Desa di
Desa Rawa Asri pada tahun 2019 yaitu Rp.455.265.927.00,- (empat ratus lima
puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh
rupiah). Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.di_Desa Rawa Asri yaitu
Rp.451.207.727.00,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh
ratus dua puluh tujuh rupiah). Silpa Alokasi Dana Desa tahun 2019
Rp.4.058.200.00,- (empat juta lima puluh delapaniribu dua ratus rupiah). Alokasi
Dana Desa di Desa Rawa Asri pada tahun 2020 yaitu Rp.439.891.651.00,- (empat
ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan satu ribu enam ratus lima
puluh satu rupiah). Pada tahun 2020 ini tidak terdapat silpa dikarenakan dana yang
diturunkan hanya mencukupruntuk keperluan desa.

Untuk mengetahui mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa
Asri tahun 2018 2019 dan 2020 dijelaskan berikut ini :
4.2.1 Perencanaan

Proses penentuan yang menjadi tujuan pada waktu yang akan datang serta

menentukan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya merupakan

perencanaan. Perencanaan keuangan desa memerlukan rencana yang strategis.
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Rencana pembangunan desa dilaksanakan melalui musyawarah rencana

pembangunan desa dan peran masyarakat desa. Secara dokumentatif pencanaan

dan pembangunan desa tertulis dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa

masyarakat. Musrenbangdes menghasilkan program kegiatan yang didanai oleh

Alokasi Dana Desa terdapat pada tabel berikut :
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Tabel 4.1

Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2018 yang dibiayai oleh

Alokasi Dana Desa

Nomor Program Kerja
1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
3 Operasional Kantor Desa
4 Honor pengelolaan keuangan desa
5 Operasional Badan Permusyawaratan Desa
6 Operasional RT/RW
[{ Penyelenggaraan Musyawarah Desa
3 Pengelolaan Keuangan Desa
9 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
10 Pembinaan Pemuda dan Olahraga
11 Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
12 Pembinaan dan Operasional Posyandu
13 Pembinaan dan Operasional Keagamaan
14 Peringatan Hari Besar Nasional/Hari Kemerdekaan
15 Pembinaan dan Operasional LPM
16 Operasional TPU
17 Pembinaan dan Bantuan Sosial

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Rawa Asri Tahun

2018

Tabel 4.2

Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2019 yang dibiayai oleh

Alokasi Dana Desa

Nomor Program Kerja
1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2 Tunjangan Badan Permusyawaratn Desa
3 Operasional kantor desa
4 Honor pengelolaan keuangan desa
5 Operasional Badan Permusyawaratan Desa
6 Operasional RT/RW
7 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
8 Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan
9 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan pemerintahan Desa
10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
11 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
12 Penyelenggaraan PAUD/TK
13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana
14 Penyelenggaraan Posyandu
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15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan desa

16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJembatan
Milik Desa

17 Pemeliharaan sambungan Air Bersih

18 Pembuatan dan pengelolaan jaringan

19 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

20 Pembinaan dan Operasional Keagamaan

21 Pembinaan Pemuda dan Olahraga

22 Pembinaan dan Operasional LPM

25 Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

24 Pembentukan BUMDes

25 Penanggulangan Bencana

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Rawa Asri Tahun

2019

Tabel 4.3

Proker Pemerintah Desa Rawa Asri Tahun 2020 yang dibiayai oleh

Alokasi Dana Desa

Nomor

Program Kerja

1

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Operasional Kantor Desa

Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Operasional RT/RW

Penyelenggaraan. Tata Praja-Pemerintahan

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Kebudayaan dan Keagamaan

OO |NO OB Ww|N

Pembinaan PKK

10

Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Rawa Asri Tahun

2020

Penyusunan Rencana Program Kerja Pemerintah Desa Rawa Asri dilakukan

sebelum tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Komponen

untuk menyampaikan aspirasi usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat

terdapat dalam Penyusunan daftar usulan rencana yang dikatakan oleh ketua RW

01 berikut ini:

“sebelum mengikuti musrenbangdes, saya selaku RW berkoordinasi
terlebih dahulu dengan ketua RT, mengumpulkan data dan membawa saran
dari masyarakat, dan tentunya saran tersebut kami dapatkan secara
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langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan ke forum sebagai bahan
pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan aspirasi”.

Dari wawancara yang dilakukan pada salah satu tokoh masyarakat Desa
Rawa Asri didapat hasil'rapat perencanaan Alokasi Dana Desa adalah :

“saya-sebagai masyarakat mengetahui bahwa desa mempunyai sumber

pendapatan yang bersumber dari ADD, dalam perencanaannya biasanya

kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu
memberikan undangan jika ada kegiatan’’,

Berikut pula pernyataan sekretaris desa Rawa Asri yang mengatakan :

“Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan

kecamatan, disitu disampaikan RPJMDes serta aspirasi dari masyarakat

yang akan Kita tampung tersampaikan saat musrenbangdes”.

Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun™ Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes) setelah musrenbangdes dilaksanakan yang berisikan
Sekretaris Desa, Kepala Desa Selaku Pembina, Kasi Perencaann dan Lembaga yang
ada di Desa Rawa Asri,selanjutnya Ketua BPDy melakukanMusywarah untuk
merancang kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesudah RKPDes disusun, maka tim
melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan
melalui forum musyawarah desa (musdes). RKPDes.merupakan dokumen penting
perencanaan pembangunan desa.selama Satu tahun yang dijadikan acuan untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah
Pemerintah Desa menetapkan RKPDes, Tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa
menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di terangkan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan bahwa:

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam

pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi

standar harga kabupaten. Disini kita membahas beberapa anggaran yang
akan digunakan untuk pembangunan. Hasil dari RAB tadi di kumpulkan
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sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan
dalam musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDes. APBDes
ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan
APBDes ini ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDes memuat
pendapatan” dan"  pengeluaran _desa untuk “dijadikan pedoman
penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran. RKPDes
tahun 2018 Desa Rawa Asri sendiri ditetapkan pada tanggal 26 Desember
2017. Sedangkan APBDes tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 12 april
2017. RKPDes tahun 2019 Desa RawasAsri sendiri ditetapkan pada tanggal
18 Desember 2018: “Sedangkan APBDes! fahun 2019 ditetapkan pada
tanggal 6 April” 2018. RKPDes tahun 2020 Desa Rawa Asri sendiri
ditetapkan pada tanggal 11 November 2019. Sedangkan APBDes tahun
2020 ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2019. Berdasarkan Permendagri
No0.113- Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDes
ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan. Namun
kenyataannya APBDes Desa Rawa Asri haru ditetapkan pada tanggal 6 april
tahun 2017. Hal tersebut tentunya melebihi dari target waktu yang telah
ditentukan. Kenyataan tersebut tidak dibantah oleh sekretaris desa (sekdes)
Rawa Asri.

Selanjutnya peneliti  menggunakan indikator perencanaan dalam
menguraikan Pengelolaan Keuangan Desa pada Alokasi Dana Desa di Desa Rawa
Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 bersumber PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Analisis Indikator Perencanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018,
2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

Keterangan
. . (S= Sesuai
Nomor Indikator Hasil Wawancara TS= Tidak
Sesuai)
Sekretaris Desa | RKPDes dihasilkan dari
menyusun musrenbangdes beracuan pada
RAPBDes RPJMDes. Setelah
1 tentang musrenbangdes dilaksanakan,
APBDes maka kepala desa membentuk tim S
berdasarkan penyusun RKPDes yang akan
RKPDes tahun | dimusyawarahkan dan ditetapkan
berjalan oleh kepala desa.




62

Sekretaris Desa | Setelah RKPDes disahkan, Tim
menyampaikan | penyusun membuat RAPBDes

RAPBDes yang dilaporkan kepada Kepala s
kepada Kepala | Desa melalui Sekretaris Desa

Desa

Kepala Desa RAPBDes dilaporkan kepada
menyampaikan | BPD.melalui musdes yang

RAPBDes ditetapkan dengan BPD dalam

kepada BPD bentuk peraturan desa.

untuk dibahas S
dan disepakati

bersama

APBDes APBDes Rawa Asri Tahun 2018

ditetapkan ditetapkan tanggal 8 Juni 2018

paling lambat untuk Tahun 2019 ditetapkan

bulan oktober tanggal 23 juni 2018 serta Tahun

tahun anggaran | 2020 ditetapkan anggal 14 juni TS
sebelumnya 2020

Sumber: Data yang diolah, tahun 2018,2019, dan 2020

Berdasarkan indikator perencaanaan diatas dan juga hasil wawancara yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa
asri Kecamatan Kuala cenaku Tahun 2018,2019 dan tahun 2020 bersumber pada
PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
dikatakan sudah sesuai. Akan tetapi sasaran waktu pada perencanaan pengelolaan
keuangan Desa Rawa Asri tidak sesuai dengan.waktu yang ditentukan.
4.2.2 Pelaksanaan

Prinsip umum vyang mencakup penerimaan dan pengeluaran pada
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh penerimaan dan
pengeluaran desa melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa
menandatangani pencairan dana bersumber PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

Bendahara Desa mengatakan bahwa:
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“semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti
ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa”.

Pelaksanaan dalam kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dan
kepala desa membuat kelempok Pelaksana Kegiatan, dikatakan oleh Tim Pelaksana
Kegiatan berikut ini

“Untuk pelaksanaan kegiatan ADD ada Tim Pelaksana Kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa. tujuanyauntuk menyusun Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dan: bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD. Prosedur Pelaksana
kegiatan yang pertama adalah membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa
yang diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKPdes,ketika sudah
terbentuk maka kepala Desa wajib membuatkan surat Keputusan (SK) untuk
Tim Pelaksana Kegiatan,dalam Pmbentukan Tim Tersebut terdiri dari unsur
Perangkat Desa dan tokoh masyarakat,yang mana nantinya kami lah yang
menjadi TIM pelaksana Kegiatan di Saat Pembangunan Desa sedang
Berjalan,sesuai dengan Tupoksi Kami Sebagai Tim Peaksana Kami akan
mengawasi Kegiatan Yang sedang berjalan mulai dari 0% sampai dengan
100 % (kegiatan Selesai).apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan kami lah
yang bertanggung jawab sepenuhnya baik dari pengadaan Barang/Jasa dan
juga dalam pengerjaan kegiatan tersebut”.

Menurut Tim Pelaksana Kegiatan:sebelum melaksanakan ADD kegiatan
tim harus melaksanakan Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan yang
bertanggungjawab' terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD.
Untuk mengajukan pendanaan Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan yang
disertai dokumen seperti Rencana /Anggaran Biaya kegiatan setelah itu diverifikasi
oleh Sekretaris Desa serta disahkan oleh Kepala Desa seperti yang dikatakan oleh
pelaksana kegiatan :

“Dalam setiap pelaksanaan kami mengajukan RAB kegiatan. Setelah itu

RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes, sesudah disahkan oleh sekdes
barulah kegiatan tersebut dapat kami laksanakan”
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Selanjutnya pelaksana kegiatan meminta Surat Permintaan Pembayaran
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang penyajiannya disertai dengan

surat tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
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Dokumen yang dijadikan untuk melakukan pembayaran pelaksanaan
kegiatan adalah surat pernyataan tanggung jawab belanja. Surat permintaan

pembayaran yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai berikut :
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Bendahara Desa melakukan pembayaran setelah dokumen diverifikasi oleh
Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Seperti pernyataan Sekretaris Desa

berikut ini :

0

Bukti Contoh Pembayaran Tahun 2020
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Perbup Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan

Alokasi Dana Desa yaitu : Alokasi Dana Desa dibagikan untuk penghasilan tetap

kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan

operasional Badan Permusyawaratan Desa, lntensif Rukun.Tetangga dan Rukun

Warga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh/ Alokasi Dana Desa secara umum dapat

dilihat padatabel berikut :

Tabel 4.5
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun
2018

No. | Program Kegiatan Anggaran Realisasi Silpa
Penghasilan tetap

1 | untuk Kepala Desa Rp.132.710.000° | Rp:131.445.000 | Rp.1.265.000
dan perangkat Desa

5 Penghasilan  tetap
staf pemerintah desa | Rp.30.360.000 Rp.24.840.000 | Rp.5.520.000
Tunjangan  kepala

3 | desa dan perangkat | Rp.12:200-000 Rp.12.000.000 | Rp.200.000
desa

4 Tunjangan BPD dan | Rp.29.400.000 Rp.14.700.000 | Rp.14.700.000
anggotanya

5 Tunjangan pengelola
keuangan desa Rp.8.400.000 Rp.6.300.000 Rp.2.100.000

6 | Tunjangan lainnya Rp.4.000.000 Rp.4.500.000 (Rp.500.000)

v Operasional  kantor | Rp.68.520.000 Rp.64.010.000 | Rp.4.510.000
desa

8 | Operasional BPD Rp.11.500.000 Rp.11.500.000 | -

9 | Operasional RT/RW | Rp.26.400.000 Rp.26.400.000 | -

10 Penyelenggaraan Rp.3.009.000 Rp.2.994.000 Rp.15.000
musdes

11 Pengelolaan Rp.31.200.000 Rp.27.000.000 | Rp.4.200.000
Keuangan Desa
Pembinaan Rp.7.200.000 Rp.7.200.000 -

12 | keamanan dan
ketertiban

13 Pembinaan pemuda | Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 | -
dan olahraga

14 | Pembinaan PKK Rp.10.000.000 Rp.10.000.000 | -
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Pembinaan dan | Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 -
15 | operasional
posyandu
Pembinaan dan | Rp.8.000.000 Rp.8.000.000 -
16 | operasional
keagamaan
17 Peringatan hari besar+{.Rp.8.120.000 Rp.8.120.000 -
nasional
18 Pembinaan dan | Rp.5.000.000 Rp.5.000.000 -
operasional LPM
19 | Operasional TPU Rp:4:000:000 Rp.4.000.000 -
20 Pembinaan dan | Rp.14.950.000 Rp.14.950.000 | -
bantuan sosial
Jumiah Rp.431.969.000 _| Rp.399.959.000 | Rp.32.010.000

Sumber: Data yang diolah, 2018

Tabel 4.6
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun
2019
No. | Program Kegiatan Anggaran Realisasi Silpa
Penghasilan tetap Rp.33.600.000 Rp.33.600.000 | -
1 | dan tunjangan
Kepala Desa
Penghasilan tetap -
2 | dan tunjangan Rp:152:160:000 | Rp.152.160.000
perangkat desa
3 Operasional Rp.67.555.927 Rp.67.555.927 | -
pemerintah desa
4 | Tunjangan BPD Rp.29.400.000 Rp.29.400.000 | -
5 | Operasional BPD Rp.11.500.000 Rp.11.500.000 | -
6 | Operasional RT/RW. | Rp.25.400.000 Rp.25.400.000 | -
Penyediaan sarana
7 | (aset tetap) Rp.9.000.000 Rp.9.000.000 -
perkantoran
8 | Musyawarah desa Rp.12.000.000 Rp.12.000.000 | -
Penyusunan Rp.1.000.000 Rp.1.000.000 -
9 | dokumen
perencanaan
Penyelenggaraan
10 PAUD/TK/TPA/TK | Rp.15.600.000 Rp.15.600.000 | -
A/TPQ/Madrasah
Nonformaal
11 Penyelenggaraan Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 -

posyandu
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12 Pembuatan dan Rp.7.300.000 Rp.7.300.000
pengelolaan jaringan
Pembinaan Rp.7.200.000 Rp.7.200.000
13 | keamanan dan
ketertiban
Penyelenggaraan Rp.27.300.000 Rp:27.300.000
14 | kesenian dan
kebudayaan
Pembinaan dan Rp.23.450.000 Rp.23.450.000
15 | operasional
keagamaan
16 Pembinaan pemuda | Rp.5.000.000 Rp.5.000.000
dan olahraga
17 Pembinaan Rp.4.000.000 Rp.4.000.000
LKMD/LPM/LPMD
18 | Pembinaan PKK Rp.11.800.000 Rp.11.800.000
Lain-lain bidang Rp.5.000.000 Rp.5.000.000
19 | kelembagaan
masyarakat
Jumlah Rp.455.265.927 | Rp.455.265.927

Sumber: Data yang diolah, 2019

Tabel 4.7
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun
2020
No. | Program Kegiatan Anggaran Realisasi Silpa

Penghasilan tetap Rp.45.600.000 Rp.45.600.000

1 | dan tunjangan
kepala desa
Penghasilan-tetap

2 | dan tunjangan Rp.258.600.000 | Rp.258.600.000
perangkat desa

3 Operasional Rp.53.791.651 Rp.53.791.651
pemerintah desa

4 | Tunjangan BPD Rp.29.400.000 Rp.29.400.000

5 | Operasional BPD Rp.5.150.000 Rp.5.150.000

6 | Operasional RT/RW | Rp.20.400.000 Rp.20.400.000
Penyelenggaraan
tata praja

7 pemerintahan, Rp.6.200.000 Rp.6.200.000
perencanaan,

keuangan dan lain-
lain
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Pembinaan Rp.7.200.000 Rp.7.200.000 -
8 | keamanan dan
ketertiban
Pembinaan
9 | kebudayaan dan Rp.1.250.000 Rp.1.250.000 -
kegamaan
Pembinaan
10 | kepemudaan dan Rp.5.300.000 Rp.5.300.000 -
olahraga
11 | Pembinaan PKK Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 -
Jumlah Rp:439.891651 , | Rp.439.891.651 | -

Sumber: Data yang,diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan program kegiatan yang
dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun 2018 pembayarannya. terlaksana dibulan
mei 2018 dimana pencairan dana tahap 1 terjadi tanggal 26 april 2018. Pencairan
dana tahap 1 tertunda dikarenakan APBDes ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2018.
Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa pada tahun
2019 pembayarannya baru terlaksana dibulan juni 2019 karena pencairan dana
tahap 1 terjadi tanggal 21 Mei 2019/ Pencairan‘dana tahap 1 terlambat dikarenakan
APBDes ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2019. Pelaksanaan program kegiatan yang
dibiayai oleh Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 pembayarannya baru terlaksana
dibulan Mei 2020 yang pencairan dana tahap 1 terjadi tanggal 20 April 2018.
Pencairan dana tahap 1 tertunda dikarenakan APBDes ditetapkan pada tanggal 14
Juni 2020 yang dimana pelaksanaan pembayarannya teralisasi di bulan Juni. Dapat

dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 4.11
Contoh Surat Permintaan Pembayaran pada bulan Oktober 2018

Gambar 4.12
rat Permintaan Pembayaran pada bulan
T ted \,,’I 3

Dari gambar diatas diketahui pembayaran kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dilakukan tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak Rp.3.284.400,-
(tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan
pembayaran tahap kedua. Pagu anggaran kegiatan selama satu anggaran adalah

Rp.87.170.762,- (delpan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam
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puluh dua rupiah). Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019
dibayarkan tanggal 24 oktober 2019 Rp.1.026.800,- (satu juta dua puluh enam ribu
delapan ratus rupiah) yang merupakan pembayaran tahap ketiga. Pagu anggaran
kegiatan selama_satu anggaran..Rp.65.183.184;- (enam puluh lima juta seratus
delapan - puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan-desa tahun-2020, dibayarkan tanggal 18 September
2020 Rp.2.205.800,- (dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
Pembayaran merupakan tahap ketiga. Pagu anggaran kegiatan selama satu anggaran
Rp.58.510.590.- (lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus
sembilan puluh rupiah).

Pada tahap pelaksanaan peneliti menganalisis menggunakan indikator
PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019
dan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8

Analisis Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018,
2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

Keterangan (S
No. Indikator Hasil Wawancara = Sesuai, TS =
Tidak sesuai)

semua pemasukan dan
pengeluaran melalui
rekening desa, seperti
Alokasi Dana Desa yang S
merupakan pendapatan
transfer masuk melalui
rekening desa.

Seluruh penerimaan dan
pengeluaran desa
dilaksanakan melalui
rekening desa

Setiap pelaksanaan
kegiatan mengajukan
RAB yang dikonfirmasi
oleh sekdes. Setelah S

Pelaksana kegiatan
2 | membuat RAB kegiatan
yang diverifikasi oleh
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sekretaris desa serta
disahkan oleh kepala desa

disahkan oleh sekdes,
maka kegiatan bisa
dilaksanakan.

Pelaksana kegiatan
bertanggungjawab kepada
pelaksanakegiatan

Pelaksana kegiatan
bertanggungjawab atas
seluruh kegiatan yang
dibiayai-eleh Alokasi
Dana Desa.

Pelaksana kegiatan
mengajukan SPP kepada
kepala desa yang
dikonfirmasi sekdes.
setelah lengkap bendahara
melakukan pembayaran

SPP yang diajukan
pelaksana kegiatan
dikonfirmasi sekdes.
Setelah dinyatakan
lengkap, maka kepala
desa menyetujui dan
bendahara desa

melakukan pembayaran

Sumber: Data Olahan tahun 2018, 2019, dan 2020

Pelaksanaan program kegiatan Desa Rawa Asri tahun 2018, 2019 dan 2020
yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa menurut ketentuan terlaksana dengan baik.
Pembayaran pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan diakibatkan oleh
pusat yang mana pencairan‘dana tahap 1 baru.teralisasi dibulan Juni pada tahun
2018, tahun 2019.dan 2020.
4.2.3 Penatausahaan

Seluruh kegiatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa yang

melaksanakan pencatatan terhadap segala transaksi yang berupa penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara sistematis serta kronologis terhadap transaksi yang
terjadi dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
yang diinformasikan setiap bulan Kepada Kepala Desa. Penatusahaan dilakukan
secara otomatis menggunakan aplikasi sistim keuangan desa yang dikembangkan

olen Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan
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dan Pembangunan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan
desa. Seperti keterangan Bendahara Desa Rawa Astri:

“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui

rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, desa mendapatkan

pemasukan‘dan dana tersebut harus masuk dalam rekening desa, meskipun
nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan
keuangan kepada kepala desa”.

Dalam penatausahaan keuangan khususnya Alokasi Dana Desa pemerintah
kabupaten Indragiri. Hulu menggunakan aplikasi Siskeudes yang digunakan
Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa. Seperti yang dikatakan oleh
Sekretaris Desa Rawa Asri:

“Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016 mulai mempraktikkan aplikasi

siskeudes untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut

pastinya memudahkan tugas bendahara. siskudes hanya dapat diakses oleh
bendahara desa. Kedepannya nanti--diharapkan seluruh orang bisa
mengakses siskudes’.

Setelah pelaksanaan~kegiatan selesai, maka Bendahara Desa melakukan
pembayaran serta input data melalui aplikasi siskeudes. Namun kenyataannya kaur
TU & Umum yang melakukan input kedalam sistem dikarenakan bendahara desa
kurang menguasai ‘sistem penatausahaan yang ‘menggunakan aplikasi yang
mempermudah Pemerintah Desa.dalam mengelola dan melaporkan pelaksanaan
kegiatan oleh berbagai regulasi yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi.
Peneliti tidak dapat memberikan bukti berupa print out, administrasi dilakukan
secara otomatis, maka Bendahara Desa perlu membuka aplikasi siskeudes dan klik
menu administrasi, kemudian muncul submenu, seperti buku kas umum, buku

pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku

rekapitulasi panjar, register spp pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang
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diinput dalam sistem akan tersimpan otomatis dan hanya bendahara dan Sekretaris
Desa serta Kepala Desa yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.
Tabel 4.9

Analisis Indikator Penatusahaan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun 2018,
2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014

Keterangan

(S = Sesuai,

TS = Tidak
sesuai)

No. Indikator Hasil Wawancara

Bendahara desa dalam
penatausahannya
1 Penatausahaan dilakasanakan ﬂr%aunr;u(;)ifez;\gk?n TS
oleh bendahara desa

bendahara kurang
menguasai aplikasi
siskeudes.
Setiap pemasukan dan
pengeluaran,
Bendahara Desa
menginput ke dalam

Bendahara desa harus melakukan
pencatatan dan pengeluaran serta

2 melakukan tutup buku setiap S|skeud_es iang s >
akhir bulannya. a0 S
membantu tugas
bendahara desa
melalui TU & Umum.
Bendahara desa Rawa
Bendahara desa i
: Asri melaporkan
5 | mempertanggungjawabkan uang laporan
melalui laporan i
_ pertanggungjawaban S
pertanggungjawaban setiap bulan

Sumber: Data Olahan tahun 2018,72019 dan 2020

Tabel diatas adalah indikator untuk menganalisis penatausahaan pada
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri sesuai PERMENDAGRI No.
113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian
sebelumnya, pemerintah desa Rawa Asri telah melakukan penatusahaan dengan

baik sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan
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keuangan desa, hanya saja penatausahaannya dilakukan oleh Kaur TU dan Umum
dikarenakan bendahara desa kurang menguasai aplikasi siskeudes.
4.2.4 Pelaporan

Kepala desa mempunyai. kewajiban untuk melapor.ketika melaksanakan
tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pengelolaan keuangan desa. Laporan tengah
semester dan tahunan disampaikan' ke Bupati/\Walikota dimana laporan semester
pertama berupa laporan realisasi APBDes dilaporkan paling lambat bulan juli tahun
berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
januari pada tahun berikutnya. Pemerintah Desa Rawa Asri menyampaikan laporan
Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap enam bulan sekali. Laporan penggunaan
Alokasi Dana.Desa meliputi aktivitas yang sedang atau telah dilaksanakan serta
laporan realisasi perkembangan penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Kepala Desa
dituntut tepat waktu dalam proses pengelolaan, Alokasi Dana Desa, karena jika
terlambat Bupati berhak menunda pencairan dana selanjutnya dan mengurangi dana
yang dinilai oleh tim Kabupaten dan tim pendamping Kecamatan.

Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa diperoleh berbentuk print out pada
aplikasi siskeudes. Teknisnya Bendahara mencetak laporan yang dilaporkan ke
Pemerintah Kabupaten. Laporan dicetak, disusun sesuai dengan peraturan yang ada.
Laporan dana untuk realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rawa Asri
dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan ditahun berkutnya juga
demikian.

Bendahara Desa dan Kepala Desa Rawa Asri menandatangani laporan yang

disahkan oleh Camat Kuala Cenaku. Pelaksanaan laporan penggunaan dana
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dilaporkan oleh Pemerintah Desa melalui pemerintah Kecamatan Kuala Cenaku,
yang mengumpulkan laporan keuangan secara kolektif dari Desa kemudian

dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Desa harus

lkan secara
enyerahkan

a Asri 2018
014

Keterangan

(S = Sesuai,

TS =Tidak
sesuai)

aporan realisasi akhir
tahun dilakukan tanggal 31 S
Desember 2018

disampaikan paling
lambat bulan januari
tahun berikutnya

Sumber: Data Olahan, 2018



Tabel 4.11
Analisis Indikator pelaporan Alokasi Dana Desa Rawa Asri tahun
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2019 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014

Keterangan
. . (S = Sesuai,
No Indikator Hasil Wawancara TS = Tidak
sesuai)
Laporan APBDes
Kepala desa - :
menyampaikan laporan disampalkan kepana
g Pemerintah Kabupaten
1 | realisasi pelaksanaan iy '
Indragir ‘Hulu melalui S
PP DSy Kecamatan ataupun
Bupati/Walikota P
secara langsung
Laporan semester
pertama dilaporkan Laporan realisasi
2 | paling lambat akhir semester 1 disampaikan S
bulan juli tahun bulan juli 2019
berjalan
Ia_aporan.akhlr ta_hun Laporan realisasi akhir
3 Tpmpal Rerglinig tahun dilakukan tanggal
lambat bulan januari S

tahun berikutnya

31 Desember 2019

Sumber: Data Olahan, 2019

Tabel4.12

Analisis Indikator pelaporan Alokasi dana Desa Rawa Asri tahun
2020 berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014

berjalan

Keterangan
! . (S = Sesuai,
No Indikator Hasil Wawancara TS = Tidak
sesuai)
Kepala desa Laporan APBDes
menyampaikan laporan | disampaikan kepada
1 realisasi pelaksanaan Pemerintah Kabupaten S
APBDes kepada Indragiri Hulu melalui
Bupati/Walikota Kecamatan ataupun
secara langsung
Laporan semester Laporan realisasi
pertama dilaporkan semester 1 disampaikan
2 | paling lambat akhir bulan juni 2020
bulan juli tahun S
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Laporan akhir tahun Laporan realisasi akhir

3 disampaikan paling tahun dilakukan tanggal
lambat bulan januari 31 Desember 2020 S
tahun berikutnya

Sumber: Data Olahan, 2020

dilakukan t pertama tahun

2019 dila S semester akhir
dilakukan tang pertama tahun

semester akhir

pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pencapaian APBDes setiap akhir
tahun anggaran. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam Perbup Indragiri
Hulu No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Pertanggungjawaban dan berita acara disampaikan kepada Tim Koordinasi

Kecamatan agar dibuat rekapitulasi tersendiri dalam bentuk laporan



80

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa berdasarkan rencana dalam RKPDes yang
dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, laporan pertanggungjawaban
menjadi bukti atas pertanggungjawaban Pemerintahan Desa. Selain itu, laporan
pertanggungjawaban digunakan sebagal dokumen untuk mrncairkan dana tahun
selanjutnya. Pemerintah Desa Rawe/Asri‘membuat laporan pertanggungjawaban
didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban
dikerjakan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Rawa Asri didampingi oleh tim
pendamping kecamatan yang pembuatannya dilakukan tanpa memanfaatkan jasa
pihak ketiga. Sesual dengan pernyataan bendahara desa Rawa Asri :

“Dalam-pembuatan laporan ini kami kerjakan sendiri, terdapat pula desa

yang memakai atau memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membuat

laporan. namun kami tetap berusaha untuk mengerjakannya sendiri”.

Apabila” masyarakat- ingin mengetahui, lebih detail tentang informasi
pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintan Desa Rawa Asri, maka pemerintah
desa Rawa Asri sangat terbuka dan diperbolehkan memberi data secara langsung
dengan datang ke kantor Desa supaya mendapatkan informasi yang jelas dan
transparan. Hal tersebut disampaikan oleh sekdes desa Rawa Asri:

“Kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara

detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa

dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor desa. Dan juga dimana
semua kegiatan selalu melibatkan seluruh masyrakat Desa Rawa Asri,ini
merupaknan ke trasnparanan Pemerintah Terhadap Masyarakat. Ini
diharapkan agar kedepanya sitem tersebut dapat dilaksanakan terus demi

mengurangi keributan di masyarakat yang efek nya akan menghambat
pembangunan di Desa Rawa Asri”.
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Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan oleh pemerintah desa Rawa
Asri kemasyarakat desa melalui musyawarah. Dikatakan oleh ketua Badan
Permusyawaratan Desa Rawa Asri sebagai berikut :

“Pemerintah desa sudah _bertanggungjawab dengan baik. Secara

administratif. pemerintah desa telah. melaporkan  kepada pemerintah
kabupaten, dan kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pada saat dilaksanakannya musdes .

Tabel 4.13

Analisis Indikator pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Rawa
Asri tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan PERMENDAGRI No.

113 Tahun 2014

Keterangan
: i (S = Sesuali,
No. Indikator Hasil Wawancara TS = Tidak
sesuai)
Setiap Kegiatan yang
direalisasikan harus ada
buktinya seperti Faktur
Kepala desa Pembelanjaan, Kwintast,
menyampaikan Dokumentasi dan lain-lain
laporan yang mana kelengkapan
1 pertanggungjawaban | Tersebut Menjadi Pendukung S
realisasi pelaksanaan | Untuk Pembuatan Laporan
APBDes kepada Ataupun Surat Pertanggung
Bupati/Walikota tiap | Jawaban (SPJ).Selanjutnya
akhir tahun anggaran | Kepala Desa Menyampaikan
Laporan Realiasai APBDes
tersebebut Kebupati sebagai
Pertanggung Jawaban.
Laporan Walaupun laporan Alokasi
pertanggungjawaban | Dana Desa menyatu pada
9 pelaksanaan laporan APBDes, tetapi
APBDes yaitu laporan pertanggungjawaban S
pendapatan, belanja | Alokasi Dana Desa dibuat
serta pembiayaan tersendiri.
Laporan Laporan
pertanggungjawaban | pertanggungjawaban
3 | disampaikan kepada | disampaikan melalui
masyarakat melalui | musyawarah oleh Pemerintah
media yang dapat Desa. semua kegiatan yang S
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diakses oleh dilakukan selalu melibatkan
masyarakat masyarakat Desa Rawa Asri

Sumber: Data Olahan, 2018,2019, dan 2020

Tabel diatas merupakan indikator kesesuaian pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa di De I_tahun 2018, g 20 _yang bersumber dari

i 5 o120 o
tabel 4.1 e S o .ﬂ

an Desa pada
na Desa di Desa
Asri meny: Desa kepada
Pemerintah at melalui forum

musyawara

4
erinta
&
&
)
=
o
g



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

%%
g
o

a Rawa Asri

. 113 Tahun

2014 tents memberikan

SR N E

s )5 )

kesimpula

n aturan yang

.‘ untuk penanganan covid 19

covid 19. Dima .- t|§,&ﬁ

seperti BLT (Bantuan gsung Tunai) untuk masyarakat yang
membutuhkan.

3. Pada tahap penatasahaan belum sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Pengeloaan keuangan desa dilakukan oleh Tu dan umum bukan

bendahara desa nya langusng.

4. Pada tahap pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
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5. Tahap Pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan. Pemerintah
Desa Rawa Asri melakukan pelatihan aplikasi siskeudes untuk

memberikan pemahaman dan meningkatkan keahlian perangkat desa
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Perbup No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
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Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tat Kerja
Pemerintah Desa

PP. No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang desa.
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https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rawa_Asri,_Kuala_Cenaku,_Indragiri_Hulu
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rawa_Asri,_Kuala_Cenaku,_Indragiri_Hulu
http://www.kasp.org/sap/desa/
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